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ABSTRACT

Constitutional ~ Court Number 304/PHPU.GUB-XXII1/2025
disqualified a candidate for Deputy Governor of Papua for failing to meet
candidacy requirements and annulled the result of the 2024 Papua regional
election, yet prior studies have not linked the restriction of the right to be
elected with the restoration of the right to vote through a revote (Pemungutan
Suara Ulang, PSU). This study aims to analyze the forms of political-rights

Decision

restriction in that decision and the position of the revote as a correction and
restoration mechanism in the Papua regional election. The study uses a
normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches,
analyzed through descriptive-analytical qualitative-juridical analysis. Results
show the clearest restriction of political rights occurred to the right to be
elected through candidate disqualification, while the public's right to vote was
not revoked, as the Court ordered a revote using the same voter list without
directly declaring the runner-up the winner. The revote functions doubly as a
correction for the candidacy defect and a restoration of the opportunity to vote,
returning legitimacy to the people's voice. It is concluded that the revote links
the right to vote, the right to be elected, electoral integrity, and popular
sovereignty, so careful verification of candidacy requirements and transparent
implementation of revotes are needed.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025
mendiskualifikasi calon Wakil Gubernur Papua karena tidak memenuhi syarat
pencalonan dan membatalkan hasil Pilkada Papua 2024, namun kajian
terdahulu belum menghubungkan pembatasan hak dipilih dengan pemulihan
hak memilih melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU). Penelitian ini bertujuan
menganalisis bentuk pembatasan hak politik dalam putusan tersebut serta
kedudukan PSU sebagai mekanisme koreksi dan pemulihan dalam Pilkada
Papua. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dianalisis kualitatif-yuridis
deskriptif-analitis. Hasil menunjukkan pembatasan hak politik paling nyata
terjadi pada hak dipilih melalui diskualifikasi calon, sementara hak memilih
masyarakat tidak dicabut karena Mahkamah memerintahkan PSU dengan
daftar pemilih yang sama tanpa langsung menetapkan pemenang kedua. PSU
berfungsi ganda sebagai koreksi atas cacat pencalonan sekaligus pemulihan
kesempatan memilih, mengembalikan legitimasi kepada suara rakyat.
Disimpulkan bahwa PSU menghubungkan hak memilih, hak dipilih, integritas
pemilu, dan kedaulatan rakyat, sehingga diperlukan verifikasi syarat calon
yang cermat serta pelaksanaan PSU yang transparan.


mailto:ikafitrianita@fh.uncen.ac.id

378 | JPS, Vol. 5, No. 2, Juli 2026

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang
demokratis menempatkan kedaulatan di tangan
rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Prinsip kedaulatan rakyat tersebut mengandung
konsekuensi bahwa rakyat memiliki posisi
fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan
bernegara(Bachmid, 2020). Salah satu bentuk
pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah melalui
pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
Pemilu yang demokratis mensyaratkan adanya
proses yang jujur, adil, transparan, dan memberikan
kesempatan yang setara bagi warga negara untuk
berpartisipasi dalam kehidupan politik(Sinaga,
2018).

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu
instrumen penting dalam pelaksanaan demokrasi
konstitusional(Gunawan & Muhahidah, 2024).
Melalui pemilihan, warga negara menggunakan hak
politiknya untuk memilih pemimpin daerah
sekaligus ~ memberikan  legitimasi  terhadap
pemerintahan yang akan menjalankan kewenangan
publik. Hak memilih dan hak dipilih karena itu
merupakan dua dimensi yang saling berkaitan dalam
demokrasi. Pemilu yang berkualitas tidak hanya
ditentukan oleh terselenggaranya pemungutan suara,
tetapi juga oleh terpenuhinya jaminan bahwa warga
negara dapat menggunakan hak politiknya secara
bebas, serta bahwa peserta yang mengikuti
kontestasi memenuhi persyaratan hukum yang telah
ditentukan (Cahyowati, 2026; Nuraisyah et al.,
2024).

Hak politik warga negara meliputi hak memilih
dan hak untuk dipilih, merupakan hak konstitusional
yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konseptual,
hak pilih terbagi menjadi dua bentuk, yaitu hak pilih
aktif (hak untuk memilih) dan hak pilih pasif (hak
untuk dipilih). Hak pilih aktif memberikan
kewenangan kepada warga negara untuk
menentukan  wakil-wakilnya dalam lembaga
perwakilan politik melalui Pemilu, sedangkan hak
pilih pasif memberikan kesempatan kepada warga
negara untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai
wakil rakyat (Cahyowati, 2026).

Dalam kerangka negara hukum, pelaksanaan
hak politik tidak terlepas dari persyaratan dan
pembatasan yang ditetapkan oleh  hukum.
Pembatasan hak politik dapat muncul dalam
berbagai bentuk, termasuk pembatasan terhadap hak
dipilih apabila seseorang tidak memenuhi syarat
pencalonan(Ariyadi, 2024). Karena itu, persoalan

hak politik dalam Pilkada tidak dapat hanya dilihat
dari ada atau tidaknya larangan memilih, tetapi juga
dari konsekuensi hukum suatu keputusan atau
putusan yang memengaruhi kesempatan seseorang
untuk memilih maupun dipilih. Pembatasan hak
politik harus ditempatkan dalam kerangka hukum
yang jelas dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam
pemenuhan hak memilih dan dipilih dalam
demokrasi konstitusional (Agustine & Winata, 2021;
Fadlail, 2022) .

Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of
the constitution memiliki peran yang sentral dalam
negara demokrasi-konstitusional(Butt et al., 2026;
Figih et al., 2024). Dalam menjalankan tugasnya,
Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan secara
langsung melalui UUD NRI 1945, diantaranya
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
Pemilu(Umar & Sofyan, 2023) .

Persoalan tersebut memperoleh konteks yang
penting dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Papua Tahun 2024. Perkara Nomor
304/PHPU.GUB-XXII1/2025 memperlihatkan
adanya persoalan mengenai pemenuhan syarat salah
satu calon yang kemudian berimplikasi terhadap
keabsahan hasil pemilihan(Anwar et al., 2025).
Mahkamah Konstitusi menyatakan batal perolehan
suara sebagaimana ditetapkan KPU Provinsi Papua
melalui Keputusan Nomor 250 Tahun 2024 dan
memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan Suara
Ulang (PSU). Dengan demikian, sengketa hasil
Pilkada tidak berhenti pada persoalan angka
perolehan suara, tetapi menyentuh keabsahan proses
pencalonan dan konsekuensinya terhadap hasil
pemilihan.

Dalam perkara tersebut terdapat dua pasangan
calon. Pasangan Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M.
dan Yermias Bisai, S.H. memperoleh 269.970 suara,
sedangkan pasangan Matius Fakhiri, S.I.LK. dan
Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng.
memperoleh 262.777 suara, dengan total suara sah
532.747(Lesmana, 2024). Permasalahan hukum
kemudian berkaitan dengan pemenuhan persyaratan
pencalonan Yermias Bisai sebagai calon Wakil
Gubernur Papua. Mahkamah menyatakan yang
bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai
calon dan memberikan konsekuensi berupa
diskualifikasi dari kontestasi. Konsekuensi tersebut
selanjutnya berhubungan dengan pembatalan hasil
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pemilihan  sebelumnya dan perintah untuk
melaksanakan PSU.

Putusan tersebut menarik untuk dikaji dari
perspektif hak politik karena memperlihatkan
perbedaan konsekuensi antara hak dipilih dan hak
memilih. Pembatasan terhadap hak dipilih tampak
secara langsung melalui diskualifikasi calon.
Sebaliknya, Mahkamah tidak mencabut hak memilih
masyarakat secara umum, melainkan
memerintahkan PSU dengan menggunakan kembali
Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih
Pindahan (DPP), dan Daftar Pemilih Tambahan
(DPTb) yang digunakan pada 27 November 2024.
Artinya, setelah hasil sebelumnya tidak dapat
dipertahankan ~ secara  hukum, kesempatan
menentukan pemimpin daerah dikembalikan kepada
pemilih melalui proses pemungutan suara yang
diperbaiki.

Sejumlah kajian sebelumnya telah membahas
hak memilih dan dipilih, kedaulatan rakyat, serta
PSU. Beberapa peneliti telah mengkaji terkait
kedaulatan rakyat dalam sistem pemilu(Bachmid,
2020), konstruksi pemilihan kepala daerah dalam
UUD NRI Tahun 1945(Sinaga, 2018), serta kajian
pelaksanaan PSU berdasarkan peraturan perundang-
undangan (Habibillah & Syamsir, 2024). Kajian
tentang sistem noken di Papua juga memperlihatkan
bahwa penyelenggaraan pemilu di Papua memiliki
karakteristik tersendiri yang perlu ditempatkan
dalam kerangka demokrasi dan sistem hukum
nasional(Lubbi, 2021; Yuwono et al., 2025). Namun,
penelitian ini memusatkan perhatian pada hubungan
antara PSU, pembatasan hak dipilih, dan pemulihan
kesempatan penggunaan hak memilih dalam satu
putusan Mahkamah Konstitusi.

Di sinilah letak kebaruan penelitian. Penelitian
tidak berhenti pada PSU sebagai mekanisme
penyelesaian  sengketa hasil Pilkada, tetapi
menempatkan PSU sebagai titik temu antara
pembatasan hak dipilih, perlindungan hak memilih,
kedaulatan rakyat, dan legitimasi demokratis.
Kebaruan tersebut dirumuskan sebagai PSU sebagai
mekanisme koreksi terhadap pembatasan hak dipilih
sekaligus mekanisme pemulihan kesempatan
penggunaan  hak memilih  dalam  rangka
menghadirkan kembali legitimasi demokratis.
Dengan pendekatan tersebut, penelitian melihat
bahwa keadilan pemilu tidak semata-mata
menyangkut siapa yang memperoleh suara
terbanyak, tetapi juga apakah proses yang
menghasilkan suara tersebut memenuhi persyaratan
hukum dan prinsip demokrasi konstitusional.
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pembatasan
hak politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 304/PHPU.GUB-XXII1/2025, khususnya
hubungan antara hak dipilih dan hak memilih, serta
menganalisis kedudukan PSU sebagai mekanisme
koreksi dan pemulihan dalam penyelenggaraan
Pilkada Papua. Kajian ini diharapkan memberikan
kontribusi bagi pengembangan hukum tata negara,
khususnya dalam memahami hubungan antara
kewenangan  korektif Mahkamah Konstitusi,
integritas pemilihan, dan perlindungan hak politik
warga negara.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif yang berfokus pada analisis norma hukum
dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi
dalam Putusan ~ Nomor 304/PHPU.GUB-
XXII1/2025. Penelitian hukum normatif digunakan
untuk mengkaji hukum sebagai norma, asas, prinsip,
dan putusan pengadilan yang relevan dengan
persoalan pembatasan hak politik dalam Pilkada.
Metode ini sejalan dengan karakter penelitian yang
bertumpu pada bahan hukum dan analisis
yuridis(Soekanto, 2019).

Pendekatan yang digunakan terdiri atas
pendekatan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach), dan  pendekatan  kasus (case
approach)(Marzuki,2015). Pendekatan perundang-
undangan digunakan untuk mengidentifikasi
kerangka hukum mengenai hak politik, pemilihan
kepala daerah, persyaratan pencalonan, dan
kewenangan Mahkamah Konstitusi(Sudiro et al.,
2025) . Pendekatan konseptual digunakan untuk
menganalisis konsep hak memilih, hak dipilih,
kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional, dan
keadilan pemilu. Pendekatan kasus digunakan untuk
mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
304/PHPU.GUB-XXIII/2025 beserta pertimbangan
hukum dan amar putusannya. Penggunaan ketiga
pendekatan tersebut merupakan karakter penting
penelitian ~ hukum  normatif (Kristanto &
Chariansyah, 2026).

Bahan hukum utama penelitian berupa Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-
XXII1/2025 dan ketentuan hukum yang relevan.
Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal,
proceeding, laporan penelitian, dan sumber ilmiah
yang tercantum dalam daftar pustaka penelitian.
Analisis dilakukan secara kualitatif-yuridis melalui
penafsiran hukum dan analisis sistematis, dengan
menghubungkan pertimbangan Mahkamah dengan
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konsep perlindungan hak politik dan prinsip
kedaulatan rakyat. Hasil analisis kemudian disusun
secara  deskriptif-analitis untuk  menjelaskan
hubungan antara diskualifikasi calon, pembatalan
hasil pemilihan, PSU, dan pemulihan kesempatan
memilih.

3. Hasil dan Pembahasan
Pembatasan Hak Dipilih melalui Diskualifikasi
Calon

Putusan ~ Mahkamah  Konstitusi ~ Nomor
304/PHPU.GUB-XXIII/2025 menunjukkan bahwa
persoalan pemenuhan syarat calon dapat mempunyai
konsekuensi terhadap keabsahan hasil Pilkada secara
keseluruhan. Sebelum  memerintahkan PSU,
Mahkamah terlebih dahulu menyatakan bahwa
Yermias Bisai tidak memenubhi syarat sebagai Calon
Wakil Gubernur Papua. Mahkamah kemudian
memberikan konsekuensi berupa diskualifikasi dari
kontestasi(Thesia, 2026). Dengan demikian,
pembatasan hak politik yang paling nyata dalam
perkara ini adalah pembatasan terhadap hak dipilih.

Pembatasan tersebut tidak berdiri sendiri.
Ketidakabsahan salah satu calon berdampak pada
legitimasi pasangan calon dan selanjutnya pada hasil
pemilihan yang telah ditetapkan. Mahkamah
menyatakan batal perolehan suara sebagaimana
ditetapkan KPU Provinsi Papua melalui Keputusan
Nomor 250 Tahun 2024(Azzahra et al., 2024).
Konsekuensi ini memperlihatkan bahwa persyaratan
pencalonan merupakan bagian integral dari
integritas pemilihan. Hak untuk dipilih memang
merupakan hak politik, tetapi pelaksanaannya
berada dalam kerangka persyaratan hukum yang
berlaku.

Dalam perspektif perlindungan hak politik,
keadaan tersebut menunjukkan perlunya
membedakan antara pembatasan hak dipilih yang
timbul karena tidak terpenuhinya persyaratan hukum
dengan pencabutan hak politik secara sewenang-
wenang. Pembatasan hak dipilih harus memiliki
dasar hukum yang jelas, objektif, dan proporsional.
Pandangan ini sejalan dengan kajian mengenai
pembatasan hak politik yang menempatkan
pembatasan  sebagai persoalan yang harus
memperoleh legitimasi hukum (Fadlail, 2022).
Dalam perkara Papua, konsekuensi hukum terhadap
Yermias Bisai muncul dari penilaian Mahkamabh atas
persyaratan pencalonan, bukan dari pencabutan hak
politik masyarakat secara umum.

Putusan tersebut juga memperlihatkan fungsi
Mahkamah Konstitusi dalam menjaga
keseimbangan antara hak politik peserta pemilihan
dan integritas proses demokrasi. Mahkamah tidak

semata-mata  mempertahankan  hasil  karena
pasangan tertentu memperoleh suara lebih banyak,
tetapi menilai apakah proses yang menghasilkan
suara tersebut berlangsung dengan peserta yang
memenuhi persyaratan hukum. Dalam kerangka
tersebut, kepastian hukum mengenai syarat calon
menjadi prasyarat bagi legitimasi hasil pemilihan.

Pemungutan Suara Ulang sebagai Mekanisme
Pemulihan Hak Memilih

Berbeda dengan hak dipilih, hak memilih
masyarakat tidak dicabut secara umum dalam
Putusan  Nomor  304/PHPU.GUB-XXIII/2025.
Mahkamah memerintahkan PSU dengan tetap
menggunakan DPT, DPP, dan DPTb yang
digunakan pada pemungutan suara tanggal 27
November 2024. Penggunaan kembali daftar
pemilih tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah
mempertahankan basis pemilih yang telah mengikuti
proses sebelumnya.

PSU dalam perkara ini karena itu mempunyai
dimensi pemulihan. Ketika hasil pemilihan
sebelumnya dibatalkan akibat persoalan hukum
dalam pencalonan, pemilih tidak kehilangan
kesempatan untuk menentukan pemimpin daerah.
Sebaliknya, pemilih diberikan kesempatan kembali
menggunakan hak pilih dalam konfigurasi peserta
yang telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah.
Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan hasil tidak
identik dengan penghilangan hak memilih(Suhendri
etal., 2025) .

Dari perspektif hak politik, perbedaan tersebut
penting. Hak dipilih mengalami konsekuensi berupa
diskualifikasi calon, sedangkan hak memilih
masyarakat tetap difasilitasi melalui PSU.
Pembedaan ini memperlihatkan upaya Mahkamah
untuk menghindari dampak yang lebih luas terhadap
hak politik pemilih akibat kesalahan atau persoalan
hukum yang berkaitan dengan salah satu peserta.
Dengan kata lain, koreksi terhadap peserta pemilihan
tidak harus berujung pada hilangnya kesempatan
rakyat untuk menentukan pilihan.

PSU juga memperlihatkan bahwa Mahkamah
tidak langsung menetapkan pasangan yang
memperoleh suara terbanyak kedua sebagai
pemenang. Penentuan kembali diserahkan kepada
pemilih melalui PSU. Pilihan tersebut memperkuat
prinsip kedaulatan rakyat karena legitimasi akhir
tetap diperoleh melalui suara pemilih, bukan semata-
mata melalui penetapan yudisial. Dalam konteks ini,
PSU berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan
proses penentuan pemimpin daerah kepada rakyat.
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PSU sebagai Mekanisme Koreksi dan Pemulihan
Legitimasi Demokratis

PSU dalam perkara Papua memiliki dua fungsi
yang saling berkaitan. Pertama, PSU merupakan
mekanisme korektif karena hasil pemilihan
sebelumnya  dibatalkan  setelah =~ Mahkamah
menemukan persoalan hukum yang berkaitan
dengan pemenuhan syarat salah satu peserta. Kedua,
PSU merupakan mekanisme pemulihan partisipasi
politik karena masyarakat kembali diberikan
kesempatan untuk menentukan pilihan. Dengan
demikian, PSU tidak semata-mata merupakan
pengulangan administratif atas pemungutan suara,
tetapi merupakan instrumen hukum untuk
memperbaiki proses demokrasi(Zuhdi et al., 2026) .

Mahkamah  menetapkan = bahwa  PSU
dilaksanakan paling lama 180 hari sejak putusan
diucapkan, menggunakan DPT, DPP, dan DPTDb
yang digunakan pada 27 November 2024, serta
diikuti oleh pasangan calon sebagaimana ditentukan
dalam amar putusan. Pelaksanaannya disupervisi
dan dikoordinasikan oleh KPU RI, diawasi oleh
Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua, serta
diamankan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia, khususnya Polda Papua. Pengaturan
tersebut menunjukkan bahwa PSU ditempatkan
sebagai proses yang harus dilaksanakan secara
terstruktur  dan  berada dalam  mekanisme
pengawasan(Widodo, 2022).

Dalam perspektif keadilan pemilu, hasil
pemilihan tidak dapat dipisahkan dari proses yang
menghasilkan hasil tersebut. Apabila proses
pencalonan mengandung persoalan hukum yang
fundamental, maka mempertahankan hasil hanya
berdasarkan jumlah suara berpotensi mengabaikan
integritas pemilihan. PSU menjadi jalan untuk
memperbaiki keadaan tersebut tanpa menghilangkan
hak politik pemilih. Pemikiran ini sejalan dengan
kajian  tentang PSU  sebagai  mekanisme
penyelenggaraan pemilihan yang harus didasarkan
pada kerangka hukum yang jelas (Habibillah &
Syamsir, 2024).

Hubungan antara PSU dan legitimasi
demokratis juga terlihat dari keputusan Mahkamah
untuk tidak langsung menentukan pemenang
berdasarkan urutan perolehan suara sebelumnya.
Dengan PSU, rakyat memperoleh kembali ruang
untuk memberikan legitimasi melalui suara mereka.
Hal ini memperkuat hubungan antara hak memilih,
hak dipilih, integritas pemilu, dan kedaulatan rakyat.
Dalam konteks tersebut, perlindungan hak politik
tidak hanya berarti mempertahankan hak individual
calon, tetapi juga memastikan pemilih menentukan
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pemimpin melalui proses yang memenuhi
persyaratan hukum.

Temuan ini memperluas pemahaman mengenai
fungsi PSU. PSU tidak hanya dapat dipandang
sebagai akibat dari pembatalan hasil, tetapi sebagai
mekanisme koreksi terhadap pembatasan hak dipilih
sekaligus pemulihan kesempatan menggunakan hak
memilih. Dengan demikian, penyelesaian sengketa
Pilkada  melalui PSU  memiliki  dimensi
konstitusional yang lebih luas karena menyentuh
legitimasi demokratis dan hubungan antara
kehendak rakyat dengan keabsahan proses hukum.

Implikasi Perlindungan Hak Politik dalam
Konteks Pilkada Papua

Putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025
memberikan implikasi penting bagi perlindungan
hak politik dalam Pilkada Papua. Pertama, verifikasi
persyaratan calon harus dilakukan secara cermat
karena ketidakpenuhan syarat dapat berimplikasi
bukan hanya terhadap calon, tetapi juga terhadap
keabsahan hasil pemilihan. Kedua, mekanisme
koreksi harus tetap mempertahankan kesempatan
masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Ketiga,
pembatasan hak dipilih harus didasarkan pada
hukum yang jelas, objektif, dan proporsional(Lubbi,
2021).

Karakteristik Papua juga menjadi konteks yang
perlu  diperhatikan  dalam  penyelenggaraan
pemilihan. Literatur mengenai sistem noken
menunjukkan adanya kekhasan praktik pemilihan di
wilayah Papua yang perlu ditempatkan dalam
kerangka demokrasi dan sistem hukum nasional
(Yuwono et al., 2025). Namun, kekhasan tersebut
tidak mengurangi kebutuhan untuk memastikan
integritas  proses, kepastian  hukum, dan
perlindungan hak politik.

Pada akhirnya, perlindungan hak politik harus
dipahami secara seimbang. Perlindungan hak dipilih
membutuhkan kepastian mengenai persyaratan
pencalonan dan penerapan hukum yang tidak
diskriminatif. Perlindungan hak memilih
membutuhkan jaminan bahwa pemilih tetap dapat
menentukan pilihan secara bebas. Putusan
Mahkamah dalam perkara ini menunjukkan bahwa
kedua dimensi tersebut dapat dipertemukan melalui
mekanisme PSU.

4. Kesimpulan dan Saran

Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor
304/PHPU.GUB-XXIII/2025 menunjukkan bahwa
PSU berkedudukan sebagai mekanisme koreksi
sekaligus pemulihan dalam penyelenggaraan
Pilkada. PSU diperintahkan setelah Mahkamah

Public Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum



382 | JPS, Vol. 5, No. 2, Juli 2026

menyatakan  adanya  ketidakpenuhan  syarat
pencalonan oleh Yermias Bisai yang berimplikasi
terhadap keabsahan pasangan calon dan hasil
pemilihan sebelumnya. Dalam perspektif hak
politik, pembatasan yang lebih nyata terjadi terhadap
hak dipilih melalui diskualifikasi calon. Sementara
itu, hak memilih masyarakat tidak dicabut secara
umum karena Mahkamah memerintahkan PSU
dengan tetap menggunakan DPT, DPP, dan DPTb
yang telah digunakan sebelumnya.

PSU dalam perkara tersebut tidak hanya
berfungsi sebagai konsekuensi dari pembatalan hasil
pemilihan, tetapi juga sebagai mekanisme
pemulihan kesempatan memilih. Mahkamah tidak
langsung menetapkan pasangan dengan suara
terbanyak kedua sebagai pemenang, melainkan
mengembalikan penentuan kepada pemilih melalui
PSU. Dengan demikian, PSU menjadi instrumen
yang menghubungkan hak memilih, hak dipilih,
integritas pemilu, kedaulatan rakyat, dan legitimasi
demokratis.

Kebaruan penelitian terletak pada pemahaman
PSU sebagai mekanisme koreksi terhadap
pembatasan hak dipilih sekaligus mekanisme
pemulihan kesempatan penggunaan hak memilih
dalam rangka menghadirkan kembali legitimasi
demokratis. Dalam konteks Papua, mekanisme
tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa
konstitusional dapat digunakan untuk memperbaiki
proses pemilihan sekaligus mempertahankan
kesempatan masyarakat menentukan pemimpin
daerah.

Saran

Perlindungan hak memilih dan hak dipilih
dalam Pilkada perlu diperkuat melalui kejelasan
regulasi, ketelitian verifikasi persyaratan calon, serta
penyelenggaraan pemilihan yang transparan dan
akuntabel. Dalam pelaksanaan PSU, penyelenggara
pemilu perlu memastikan hak memilih masyarakat
tetap terlindungi dan setiap tahapan dilaksanakan
berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.

Pembatasan hak dipilih harus didasarkan pada
ketentuan hukum yang jelas, objektif, dan
proporsional. Khusus dalam konteks Papua,
perlindungan hak politik perlu memperhatikan
karakteristik daerah dan masyarakat Papua dengan
tetap berpedoman pada prinsip demokrasi
konstitusional dan kedaulatan rakyat.
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